KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR   155 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS 

PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN

 BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 49 Tahun 2000 Tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI Kabupaten Bantul dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas Dinas PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI Kabupaten Bantul perlu menetapkan penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI Kabupaten Bantul;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Dinas PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI Kabupaten Bantul;

Mengingat :      1.  Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta;(Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Perimbangan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 (Berita Nrgara RI tanggal 14 agustus 1950);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonomi, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  27 tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 14 Tahun 2000);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  49 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan organisasi Dinas PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 36 Tahun 2000);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BANTUL

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

4. Dinas PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI adalah dinas PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI kabupaten Bantul;

5. Kepala Dinas  adalah Kepala Dinas PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI Kabupaten Bantul;

6. Unit kerja adalah unit kerja di lingkungan Dinas PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI yang meliputi Bagian, sub Bagian,Sub Dinas, Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II

PENJABARAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Bagian Tata Usaha

Pasal 2

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan memberi pelayanan administrasi dan hukum kepada sesama Unit Kerja. 

.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan umum;

b. Pengelolaan keuangan;

c. Pelaksanaan urusan kepegawaian

d. Pelayanan administrasi dan hukum kepada semua unit kerja dilingkungan Dinas PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI.

.

Pasal 4
Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Kepegawaian.

Pasal 5

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas  melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat, mempersiapkan penyelenggaran rapat-rapat, mengelola barang inventaris, perlengkapan dan melaksanakan rumah tangga dinas;

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan meliputi penyusunan anggaran ,pembukuan, perbendaharaan dan laporan pertanggungjawaban;

(3) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, meliputi membuat daftar urut kepangkatan, penjagaan, daftar susunan pegawai, mengurus hak dan kewajiban pegawai serta membuat laporan absensi pegawai.

Bagian Kedua

Sub Dinas Bina Program

Pasal 6

Sub Dinas Bina Program mempunyai  tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, perumusan, penyajian dan laporan data statistik bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal, menyusun program dan anggaran serta mengevaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6, Sub Dinas  Bina Program mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan teknis penyusunan program perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal;

b. Penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penilaian dan penyajian data dibidang  perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal;

c. Penyusunan rencana dan program perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal;

d. Pengidentifikasian masalah dan usaha pemecahan masalah dalam pelaksanaan program;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian program dan anggaran;

f. Penyusunan laporan kegiatan Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal;

Pasal 8

Sub Dinas Bina Program terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan;

b. Seksi Data dan Statistik;

c. Seksi Pengendalian dan Laporan

Pasal  9

(1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas  mempersiapkan bahan untuk perumusan program, anggaran dn kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal.

(2) Seksi Data dan Statistik mempunyai tugas  melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan statistik di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal.

(3)    Seksi Pengendalian dan Laporan mempunyai tugas memepersiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian pelaksanaan program dan anggaran sert menyusun laporan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal.

Bagian Ketiga
Sub Dinas Perindustrian

Pasal 10

Sub Dinas Perindustrian mempunyai tugas melaksnakan sebagian tuga dan fungsi dinas Perindustrian, perdagangan dan kopersi di bidang perindustrian.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 Sub Dinas Perindustrian mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana dan program pembangunan industri;

b. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan kegitan industri;

c. Pelaksanaan bimbingan teknis program, sektoral di bidang perindustrian ;

d. Pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis bimbingan dan pengembangan;

e. Pelaksnaan koordinasi dengan instansi terkait dan organisasi serta asosiasi dunia usaha;

f. Penyiapan petunjuk teknis bahan perijinan di bidang perindustrian dan penerbitan perijinan;

g. Pelaksanaan kebijakan teknis pencegahan pencemaran di bidang perindustrian;

h. Pengelolaan dan pengawsan unit pelayanan teknis;

Pasal 12

Sub Dinas Perindustrian terdiri dari :

a. Seksi Bimbingan Usaha Industri dan perijinan;

b. Seksi Bimbingan sarana Perindustrian;

c. Seksi bimbingan Produksi;

d. Seksi Bimbingan dan Pengembangan Unit pelayanan Teknis;

Pasal 13

(1) Seksi Bimbingan Usaha Industri dan perijinan mempunyai tugas meningkatkan ketrampilan dan kemampuan pengusaha industri serta meningkatkan keterkaitan antar sub sector Industri, sector ekonomi dan sector lainnya serta memproses penerbitan perijinan usah industri;

(2) Seksi Bimbingan sarana Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pabrik atau proyek pemilihan dalam penggunaan mesin peralatan bahan baku dan bahan penolong;

(3) Seksi bimbingan Produksi mempunyai tugas melaksanakan bimbingan terhadap kelancaran pengadaan barang, modal peralatan bahan baku, bahan penolong dn bimbingan pengembangan diversifikasi produk inovasi serta bimbingan penerapan teknologi;

(4) Seksi Bimbingan dan Pengembangan Unit pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengemabangan unit pelayanan teknis dalam upaya mengembangkan industri melalui layanan jasa UPT serta melakukan pengawasan.

Bagian Keempat

Sub Dinas Perdagangan

Pasal 14

Sub Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan dan koperasi di Bidang perdagangan..

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud pasal 14, Sub Dinas Perdagangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan petunjuk teknis pembinanan dan penyiapan pedoman kegiatan usaha di bidang perdagangan ;

b. Pelasanaan bimbingan teknis, pembinaan dan pengembanagn di bidang perdagangan serta pelaksanaan pameran atau promosi hasil industri;

c. Penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan di bidang perdagangan ;

d. Pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha;

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis ;

f. Penyelenggaraan perijinan di bidang perdagangan; 

Pasal 16

Sub Dinas Perdagangan terdiri dari :

a. Seksi perdagangan dalam Negeri;

b. Seksi perdagangan Luar Negeri;

c. Seksi Pendaftaran Perusahaan dan perijinan;

d. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen;.

Pasal 17

(1) Seksi perdagangan dalam Negeri mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis pembinaan usaha dan sarana perdagangan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaaan teknis serta menyelenggarakan promosi dagang di Dalam Negeri;

(2) Seksi perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas meberikan bimbingan teknis pembinaan ekspor pemantauan dan evaluasi kegiatan impor, penyebaran informasi perdagangan Internasional, promosi dagang ke Luar Negeri;

(3) Seksi Pendaftaran Perusahaan dan perijinan mempunyai tugas melakukan urusan pendaftaran usaha, memberikan informasi dan menyajikan buku daftar perusahaan serta melaksanakan pelayanan perijinan di Bidang Perdagangan;

(4) Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melakuakn penyuluhan dan pengawasan kemetrologian, melaksanakan tera /tera ulang alat ukur, pakar, imbang dan perlengakapannya (UTTP), melaksnakan monitoring dan pengawasan UTTP dan BDKT ( barang dalam Kedaan Terbungkus) serta melaksanakan bimbingan teknis pembinaan perlindungan konsumen.

Bagian Kelima

Sub Dinas Koperasi

Pasal 18

Sub Dinas Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas Perindustrian, Perdgangan dan Koperasi di bidang Koperasi .

.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18, Sub Dinas Koperasi mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Koperasi, pengusaha kecil dn menengah;

b. Pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

c. Pelaksanaan pemberdayaan kopersi, pengusaha kecil dan menengah;

d. Pemberian perijinan bidang kopersi;

e. Pelaksanaan fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam;

f. Pelaksanaan pelatihan dn penyuluhan bidang koperasi, pengusaha kecil dan menengah;

g. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Koperasi;

Pasal 20

Sub Dinas Koperasi terdiri dari :

a. Seksi Pemberdayaan koperasi;

b. Seksi Pemberdayaan koperasi pengusaha kecil dan menengah;

c. Seksi fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam;

d. Seksi Pelatihan, Penyuluhan dan Perijinan;

Pasal 21

(1) Seksi Pemberdayaan koperasi mempunyai tugas melakukan rencana dan program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknik pemberian bimbingan kelembagaan dan bimbingan usaha; 

(2) Seksi Pemberdayaan koperasi pengusaha kecil dan menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana dan program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan kepada pengusha kecil dan menengah.

(3) Seksi fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana dan program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknik pemberian bimbingan di bidang fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam;

(4) Seksi Pelatihan, Penyuluhan dan Perijinan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelatihan , melaksanakan kebijakan pelatihan koperasi dan pengusaha kecil, menyusun program dan melaksanakan penyuluhan, melakukan pelayanan proses pendirian dan atau pembubaran koperasi;

Bagian Keenam

Sub Dinas Penanaman Modal

Pasal 22

Sub Dinas penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan koperasi di Bidang penanaman Modal;

.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22, Sub Dinas Penanaman Modal mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan penanaman modal secara terpadu sesuai dengan pertauran nperundang-undangan yang berlaku ;

b. Pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelitian potensi daerah serta promosi dunia usaha;

c. Penyiapan petunjuk teknis bahan perijinan di bidang penanaman modal;

d. Penerbitan perijinan penanaman modal ;

e. Penyiapan bahan kerja sama dengan pihak ke tiga;

f. Penyediaan informasi dan promosi potensi peluang infestasi dan mitra usaha;

g. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;  .

Pasal 24

Sub Dinas penanaman Modal terdiri dari :

a. Seksi Investasi Permodalan dan Perijinan;

b. Seksi badan Usaha Milik Negara dan badan Usaha Milik daerah.

Pasal 25

(1) Seksi Investasi Permodalan dan Perijinan mempunyai tugas menyiapkan petunjuk teknis penanamna modal investasi dan perijinan melakukan promosi potensi peluang investasi dan perijinan bidang penanaman modal dan menyiapkan bahan kerja sama penanaman modal;

(2) Seksi badan Usaha Milik Negara dan badan Usaha Milik daerah mempunyai tugas melakukan pengendalain dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas pada badan usaha milik Negara dan bahan Usaha Milik daerah sesuai kewenangan kabupaten bantul.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas khusus membantu kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan dan  keahliannya;
(2) Kelompok jabatan funsional terdiri dari sejumlah petugas dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
(3) Jumlah petugas jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4) Pembinaan terhabap petugas jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku;
BAB III

URAIAN TUGAS

Pasal 27

Uraian tugas masing-masing Unit kerja diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Keputusan ini diadakan penyesuaian.

Pasal 29

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.










       Ditetapkan di Bantul










       Pada tanggal 8 Mei 2001











BUPATI BANTUL,










          M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 21 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,






A S H A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI D NOMOR 35 TAHUN 2001

